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KEDUDUKAN BANK INDONESIA PADA SISTEM KETATANEGARAAN 

REPBULIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 

TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA 

 

MUHAMMAD JULIYANOOR RENALDY 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ukuran sebuah Kedudukan Bank 

Indonesia pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta seperti apa 

Kedudukan Menteri Keuangan dan tugas serta fungsi Bank Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui 

studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: 

Bank Indonesia memiliki kedudukan yang khusus dalam sistem ketatanegaraan 

Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertanggung jawab 

atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengaturan peredaran 

mata uang di negara ini. Bank Indonesia berfungsi sebagai lembaga independen 

yang tidak terikat pada pengaruh politik atau kepentingan pihak lain dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia memiliki otoritas moneter 

yang luas dan bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga keuangan 

internasional dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan negara. 

 

Kedudukan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan 

saling berkaitan dan saling melengkapi.Menteri Keuangan bertanggung jawab atas 

kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik, sedangkan Bank Indonesia 

bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan 

pengaturan peredaran mata uang.Kerjasama dan koordinasi antara Menteri 

Keuangan dan Bank Indonesia penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, 

keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

 
Kata Kunci : Kedudukan, Sistem Ketatanegaraan Bank Indonesia 
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RINGKASAN 

 

KEDUDUKAN BANK INDONESIA PADA SISTEM KETATANEGARAAN 

REPBULIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 

TAHUN 2004 TENTANG BANK INDONESIA 

 (MUHAMMAD JULIYANOOR RENALDY: 2023, 46 hlm) 
 

       Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Kedudukan Bank Indonesia pada Sitem Ketatanegaraan Repulik Indonesia 

Menurut Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.  

       Sebagai Lembaga Negara yang indepeden, Bank Indonesia adalah badan 

hukum yang status badan hukumnya diperoleh melalui penetapan Undang-

Undang Bank Indonesia adalah badan hukum publik, dengan kriteria: cara 

pendiriannya dilakukan penguasa negara berdasarkan Undang-Undang, 

pelaksanaan tugasnya berhubungan dengan publik, diberi wewenang membuat 

peraturan sendiri yang mengikat masyarakat. Saat ini produk peraturan tersebut 

dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 

        Independen berarti bank sentral dapat menggunakan instrumen yang 

dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem politik tanpa 

adanya campur tangan dari pihak diluar bank sentral. Ini yang disebut dengan 

”instrument independence” bukan ”goal independence”. Konsekwensi independen 

bagi bank sentral adalah harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan dan 

kebijakan moneter yang dilakukan secara transparan. Menarik untuk dicermati 

bahwa meskipun pada awalnya ada keraguan dalam memberikan independensi 

kepada bank sentral pada akhirnya masyarakat sangat puas terhadap independensi 

bank sentral Padahal bank sentral yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun  



 

1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebut 

lebih lanjut dengan Bank Indonesia memegang kewenangan yang sangat strategis 

menyangkut moneter. 

       Belum banyaknya masyrakat tentang mengenai Mengenai Kedudukan Bank 

Indonesia pada Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia sehingga menarik untuk 

diteliti. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum 

normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan 

hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 

1. Status dan  kedudukan hukum bank Indonesia sebagai lembaga negara 

yang mempunyai otonomi dan mandiri disebutkan secara tegas pada pasal 

4 ayat (2) UU no 23 tahun 1999 jo UU 4 tahun 2004 tentang bank 

indonesia yakni: “Bank indonesia adalah lembaga negara yang 

independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari 

campur tangan dari pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk 

hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini.” Kedudukan 

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar 

dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Bank Indonesia juga tidak 

sama dengan Departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di 

luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan 

agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai 



 

Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. 

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Keuangan dan Bank 

Indonesia memiliki peran yang saling terkait. Menteri Keuangan berfokus 

pada kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik, sementara Bank 

Indonesia berperan dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem 

keuangan. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekonomi negara. 
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